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RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan evolusi paradigma administrasi publik
dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, mulai dari paradigma klasik hingga post-
NPM, dengan menelaah perubahan nilai, struktur, dan praktik birokrasi dalam
konteks reformasi nasional. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah
ketegangan antara rasionalitas hukum yang diwariskan dari birokrasi klasik dengan
tuntutan efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi digital yang muncul pada era
modern. Menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berbasis
protokol PRISMA, penelitian ini menganalisis 1.833 publikasi ilmiah yang
kemudian diseleksi menjadi 30 artikel relevan dari basis data Scopus dan
ScienceDirect. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan
Indonesia berkembang melalui proses evolusi bertahap (paradigm layering), bukan
pergantian paradigma yang radikal. Nilai-nilai klasik seperti stabilitas dan legalitas
tetap menjadi fondasi birokrasi, namun mengalami penyesuaian melalui pendekatan
perilaku (neo-klasik), efisiensi dan kinerja (NPM), serta kolaborasi dan digitalisasi
layanan publik (post-NPM). Meskipun reformasi telah meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, tantangan seperti kesenjangan kapasitas daerah, koordinasi
lintas-lembaga, dan kesenjangan digital masih membatasi efektivitasnya. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa tata kelola publik Indonesia bersifat hibrid dan
kontekstual, menampilkan kombinasi antara tradisi birokratik, manajerial, dan
partisipatif. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya kolaboratif
untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Manajemen Klasik, Neo-Klasik, NPM, Paradigma, Post-NPM, Tata
Kelola Pemerintahan, Indonesia

Vi



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sejak kelahiran teori-teori manajemen klasik yang menekankan
struktur formal, pembagian kerja, dan prosedur standar, gagasan tentang
bagaimana organisasi publik seharusnya diatur dan dijalankan terus mengalami
pergeseran (Ferdous, 2016; Joseph & Sengul, 2025; Onday, 2016). Gelombang
teori neo-klasik kemudian masuk dengan memberi perhatian pada dimensi
manusia dan perilaku, yang dilanjutkan dengan lahirnya paradigma New Public
Management (NPM) dan bahkan transformasi lebih lanjut menuju New Public
Governance. Perubahan sosial-ekonomi, perkembangan teknologi, serta
meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik semakin mempercepat pergeseran
tersebut, memaksa organisasi pemerintah berevolusi dari model birokrasi
tradisional menuju berbagai paradigma manajerial baru (Ferdous, 2016; Islam,
2015; Yusuph & Guohua, 2017). Sejak masa revolusi industri hingga era
globalisasi digital saat ini, perdebatan mengenai bagaimana seharusnya
organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, dikelola terus berlangsung
dan menjadi topik yang tak pernah usia (Haleem et al., 2024; Kraus et al.,
2022).

Perkembangan teori-teori manajemen ini tidak hanya berpengaruh
secara teoretis, tetapi juga membentuk kebijakan reformasi birokrasi, desain
organisasi pemerintahan, dan praktik tata kelola pada berbagai tingkatan
pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, tiga tradisi
besar dalam manajemen, yaitu klasik, neo-klasik, dan administrasi publik baru,
memberikan kerangka berpikir yang berbeda dalam memahami peran struktur,
manusia, serta orientasi hasil dalam penyelenggaraan organisasi, dan dalam
konteks pemerintahan ketiganya tidak hadir sebagai entitas yang terpisah
secara absolut, melainkan saling tumpang tindih dan berinteraksi, baik dalam
praktik administratif maupun dalam kebijakan yang mengatur pelayanan
publik (Aristovnik et al., 2022; Bueno & Salapa, 2021; Ugyel, 2021). Di
Indonesia, dengan kompleksitas sistem birokrasi dan dinamika politik yang

dihadapi sejak kemerdekaan hingga era reformasi, merupakan contoh nyata



bagaimana ketiga tradisi manajemen ini hidup berdampingan, saling
memengaruhi, dan kadang saling bertentangan.

Manajemen klasik menjadi dasar paling awal dalam pembentukan
organisasi modern. Menurut Frederick W. Taylor (2006) dengan scientific
management-nya menekankan analisis kerja, standarisasi tugas, dan efisiensi,
dapat memberikan pengaruh besar terhadap cara birokrasi negara disusun.
Kemudian, Henri Fayol (2013) memperkenalkan bahwa prinsip administrasi
terdari dari perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan
pengendalian. Hal ini mempertegas bahwa manajemen bukan hanya seni
mengatur, melainkan juga sebuah fungsi universal yang berlaku dalam
organisasi apa pun. Max Weber (dalam Merz, 2011) kemudian memperkuat
fondasi tersebut dengan konsep birokrasi rasional-legal yang berlandaskan
pada aturan, hierarki, dan kepastian administratif. Tiga tokoh ini secara kolektif
membangun kerangka berpikir yang menjadikan manajemen klasik identik
dengan efisiensi, keteraturan, dan kepastian hukum. Di Indonesia, model
birokrasi Orde Baru yang sangat sentralistis dan hirarkis merupakan cerminan
kuat dari tradisi manajemen klasik ini, di mana kepatuhan pada prosedur dan
instruksi dari atas lebih diutamakan daripada inovasi dan fleksibilitas.

Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan manajemen klasik
dianggap terlalu kaku dan mekanis karena lebih menekankan pada struktur
formal serta prosedur standar, sementara aspek manusia dalam organisasi
sering kali diabaikan (Ingram & Nitsenko, 2021; Spicer & Alvesson, 2025).
Kritik terhadap pandangan ini melahirkan pendekatan baru yang menaruh
perhatian pada dimensi perilaku, motivasi, serta hubungan sosial di tempat
kerja. Organisasi kemudian mulai dipahami bukan sekadar sebagai mesin yang
digerakkan oleh aturan, tetapi juga sebagai komunitas manusia dengan
kebutuhan, emosi, dan dinamika kelompok yang memengaruhi kinerja.
Perhatian terhadap faktor-faktor seperti kepemimpinan, komunikasi, dan
pengembangan sumber daya manusia menjadi semakin penting, terutama
dalam birokrasi publik di mana kualitas aparatur negara menjadi penentu
efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Houtgraaf & Borst, 2025; Lesmana
et al., 2015; Madjid, 2024; Poljasevi¢ et al., 2025).



Seiring dengan perkembangan zaman, muncul pula tuntutan agar
organisasi publik tidak hanya responsif terhadap kebutuhan internal, tetapi juga
mampu menghadirkan layanan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada
hasil (Alessandro et al., 2021; Ortega-Rodriguez et al., 2020; Salam, 2023).
Hal ini semakin kuat pada akhir abad ke-20 ketika lahir paradigma baru dalam
administrasi publik yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi praktik-
praktik manajerial ala sektor swasta. Efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan
publik menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan
berbagai instrumen seperti pengukuran kinerja, desentralisasi kewenangan, dan
peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah diharapkan tidak lagi hanya
mengatur dan mengendalikan, tetapi juga menjadi organisasi yang adaptif,
inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan warga sebagai pihak yang dilayani
(Dewi & Ratri, 2024; Ibrahim, 2024; Pananrangi et al., 2024).

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting bagi birokrasi Indonesia, di
mana gelombang desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk
berinovasi dalam pelayanan publik (Azam & Bouckaert, 2025; Negara &
Hutchinson, 2021; Pratiwi, 2016). Sejumlah pemerintah daerah kemudian
mengadopsi prinsip-prinsip administrasi publik baru dalam bentuk pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP), pengukuran kinerja berbasis hasil, hingga
penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas layanan.
Namun, implementasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Budaya birokrasi
yang masih sarat dengan patronase politik, mekanisme penggajian yang
berbasis senioritas, serta keterbatasan kapasitas administratif sering menjadi
hambatan utama. Tidak jarang prinsip-prinsip NPM hanya diterapkan secara
kosmetik tanpa perubahan mendasar dalam struktur dan budaya organisasi
(Common, 2017; Hughes, 2012). Dalam banyak kasus, reformasi birokrasi di
Indonesia menghasilkan pola campuran seperti, aturan prosedural klasik tetap
mendominasi, motivasi pegawai dibangun melalui pelatihan neo-klasik,
sementara indikator kinerja ala NPM dijadikan pelengkap untuk memenuhi
tuntutan akuntabilitas.

Hadiz (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa reformasi dan

desentralisasi pasca-1998 memberikan ruang otonomi bagi daerah, tetapi



1.2

sering berujung pada lokalisasi patronase: kekuasaan yang terdesentralisasi
justru memungkinkan munculnya jaringan patron-client baru dan oligarki
lokal. Akibatnya perubahan institusional sering berinteraksi dengan praktik
politik lokal dan tidak otomatis mengubah budaya birokrasi. Gaus, Sultan, &
Basri (2017) menyebutkan bahwa, pemerintahan Indonesia mengadopsi
prinsip-prinsip NPM (performance measurement, pelayanan terpadu, e-
government), namun implementasinya sering direinterpretasi sesuai konteks
lokal yang menghasilkan hibrida antara praktik klasik, neo-klasik (SDM atau
pelatihan) dan NPM (indikator kinerja).

Fenomena hibridisasi ini menunjukkan bahwa setiap tradisi memiliki
kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tradisi klasik tetap diperlukan
untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi administratif; pendekatan
neo-klasik penting untuk membangun motivasi, kepemimpinan, serta kapasitas
aparatur; sementara administrasi publik baru menawarkan instrumen efisiensi,
transparansi, dan inovasi pelayanan. Dengan demikian, tata kelola
pemerintahan di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai hasil adopsi tunggal
dari suatu paradigma administrasi publik tertentu, melainkan sebagai arena
evolutif yang merepresentasikan interaksi dinamis antara berbagai tradisi
manajemen dan pendekatan tata kelola. Setiap paradigma mulai dari klasik
hingga post-NPM tidak hanya membentuk fondasi konseptual bagi praktik
birokrasi, tetapi juga menciptakan ruang dialektis antara nilai stabilitas,
efisiensi, partisipasi, dan inovasi yang secara simultan saling melengkapi
sekaligus menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah
dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah paradigma manajemen klasik terefleksikan dalam tata kelola
pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimanakah paradigma neo-klasik membentuk karakter dan praktik tata

kelola pemerintahan di Indonesia?
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1.3

14

. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip New Public Management

memengaruhi dinamika reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di
Indonesia?

Bagaimanakah paradigma Post-NPM dan perkembangan paradigma
kontemporer membentuk arah transformasi tata kelola pemerintahan di

Indonesia saat ini?

Tujuan Penelitian

tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang bagaimana

pergerseran administrasi dalam tata kelola pemerintah di Indonesia.

Sedangkan secara spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Menganalisis bagaimana paradigma manajemen klasik terefleksikan dalam

tata kelola pemerintahan di Indonesia?

. Menganalisis bagaimana paradigma neo-klasik membentuk karakter dan

praktik tata kelola pemerintahan di Indonesia?

. Menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip New Public

Management memengaruhi dinamika reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintahan di Indonesia?

. Menganalisis bagaimana paradigma Post-NPM dan perkembangan

paradigma kontemporer membentuk arah transformasi tata kelola

pemerintahan di Indonesia saat ini?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak

pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi
pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait perubahan
paradigma dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini
dapat memperkaya literatur mengenai evolusi pemikiran administrasi
public mulai dari paradigma manajemen klasik, neo-klasik, New Public
Management (NPM), hingga Post-NPM serta memberikan pemahaman
yang lebih komprehensif tentang bagaimana teori-teori tersebut

direfleksikan dalam praktik administrasi pemerintahan di Indonesia.
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Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika

reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a.

b.

C.

Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat berupa
pemahaman yang lebih mendalam mengenai pergeseran paradigma
administrasi publik dan implikasinya terhadap tata kelola
pemerintahan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi
pengalaman akademik yang memperkuat kemampuan analisis,
pemikiran kritis, dan keterampilan metodologis dalam mengkaji isu-
isu pemerintahan modern.

Bagi Pembuat Kebijakan

Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan  dalam  merumuskan, mengevaluasi, serta
menyempurnakan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan. Temuan penelitian dapat membantu memperjelas
aspek-aspek mana yang masih berakar pada paradigma lama dan
area mana yang membutuhkan transformasi menuju tata kelola yang
lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kinerja.

Bagi Universitas Bojonegoro

Bagi Universitas Bojonegoro, penelitian ini memberikan nilai
tambah sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu administrasi
publik. Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah penelitian
civitas akademika dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau
dosen yang tertarik mengkaji tema reformasi birokrasi, tata kelola
pemerintahan, serta perkembangan paradigma administrasi publik
kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan
reputasi akademik wuniversitas melalui publikasi ilmiah dan
kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di tingkat lokal

maupun nasional.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori

1) Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang kajian yang membahas
tentang bagaimana pemerintah mengelola urusan publik dan
menerjemahkan kebijakan politik ke dalam program yang memberikan
manfaat bagi masyarakat. Pemikiran klasik administrasi publik
menegaskan bahwa administrasi publik tidak hanya bersifat teknis,
melainkan sarat dengan nilai-nilai publik dan prinsip demokrasi. Waldo
(1948) menyatakan bahwa administrasi publik selalu terkait dengan nilai
demokrasi, etika, serta legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu,
administrasi publik bukan sekadar menerapkan teknik manajerial, tetapi
juga memikirkan nilai-nilai yang mengarahkan tindakan pemerintah
(Waldo, 1948).

Definisi administrasi publik menurut Nigro dan Nigro (1989)
menekankan bahwa administrasi publik mencakup seluruh proses,
lembaga, dan individu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Dengan demikian, administrasi publik merupakan penghubung antara
dunia politik (policy making) dan implementasi teknis yang dijalankan
birokrasi (Nigro & Nigro, 1989).

Rosenbloom (2015) menjelaskan bahwa administrasi publik memiliki
tiga orientasi utama, yaitu orientasi manajerial, orientasi politik, dan
orientasi hukum. Ketiga orientasi ini saling melengkapi dan membentuk
struktur administrasi publik modern (Rosenbloom, 2015). Orientasi
manajerial menekankan efisiensi; orientasi politik memastikan
akuntabilitas; dan orientasi hukum memastikan tindakan pemerintah sesuai
aturan.

Dalam konteks Indonesia, birokrasi pemerintahan berkembang
dengan karakteristik Weberian yang hierarkis, legalistik, dan terpusat.
Dwiyanto (2006) mengamati bahwa birokrasi Indonesia pada era Orde
Baru lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan ketimbang kualitas

pelayanan publik. Setelah Reformasi 1998, fokus administrasi publik mulai
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2)

bergeser menuju orientasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
publik (Dwiyanto, 2011).

Paradigma Administrasi Publik

a) Paradigma Manajemen Klasik

Paradigma manajemen klasik berkembang di awal abad ke-20 dengan
tokoh-tokoh seperti Taylor, Fayol, dan Weber. Taylor memperkenalkan
scientific management yang menekankan efisiensi kerja melalui
standarisasi dan pengukuran ilmiah terhadap tugas pegawai (Taylor, 1911).
Sementara itu, Fayol (1916) memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi
seperti merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengoordinasi, dan
mengendalikan. Weber (1947) mengembangkan konsep birokrasi rasional-
legal yang menekankan hierarki, aturan formal, dan profesionalisme
birokrasi.

Menurut Dwiyanto (2006), paradigma klasik sangat memengaruhi
birokrasi Indonesia, terutama pada masa Orde Baru yang menonjolkan
kendali administratif dan stabilitas politik. Paradigma klasik membentuk
struktur pemerintahan yang hierarkis, kaku, serta berorientasi pada
kepatuhan prosedural.

b) Paradigma Neo-Klasik

Paradigma neo-klasik muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan
pendekatan klasik yang terlalu mekanistik. Mayo (1933) melalui
eksperimen Hawthorne menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologis
memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas pegawai. Pemikiran
hubungan manusiawi (human relations) ini menekankan pentingnya
motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi interpersonal (Mayo, 1933).

Simon (1947) kemudian mengkritik pendekatan klasik karena tidak
ilmiah dan tidak mempertimbangkan keterbatasan rasionalitas manusia
dalam pengambilan keputusan. la memperkenalkan konsep bounded
rationality yang menyatakan bahwa pengambil kebijakan hanya dapat
membuat keputusan “cukup rasional” berdasarkan informasi yang terbatas

(Simon, 1947).

14



Dalam birokrasi Indonesia, paradigma neo-klasik tercermin dalam
kebijakan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan kepemimpinan,
dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Namun, seperti dicatat
Sedarmayanti (2018), penerapan pendekatan hubungan manusiawi sering
berbenturan dengan budaya birokrasi yang sangat formal dan hirarkis.
¢) Paradigma New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) berkembang pada 1980-an sebagai
respons terhadap ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Menurut Hood (1991), NPM memiliki prinsip utama seperti orientasi pada
hasil, pengukuran kinerja, kompetisi penyedia layanan, desentralisasi, serta
paradigma pelayanan berbasis pelanggan. Hood (1991) menekankan
bahwa NPM menggeser fokus dari proses menuju output dan outcome.

Di Indonesia, reformasi birokrasi pasca-2000 sangat dipengaruhi oleh
NPM, termasuk penerapan SAKIP, desentralisasi, dan e-government.
Namun NPM dikritik oleh Denhardt dan Denhardt (2003) karena terlalu
menekankan logika pasar dan mengabaikan nilai-nilai publik. Mereka
menekankan bahwa pemerintah seharusnya “melayani, bukan
mengendalikan™ (serve, not steer) dalam penyediaan layanan publik
(Denhardt & Denhardt, 2003).

d) Paradigma Post-NPM dan Governance Kontemporer

Paradigma post-NPM berkembang sebagai koreksi terhadap
kelemahan NPM. Osborne (2010) menjelaskan paradigma New Public
Governance (NPG) yang menekankan pentingnya jaringan (network
governance), kolaborasi, dan co-production antara pemerintah,
masyarakat, dan swasta. Sementara itu, Stoker (2006) memperkenalkan
konsep Public Value Management yang berfokus pada penciptaan nilai
publik melalui kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Post-NPM juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga,
integrasi layanan publik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan
SPBE, GovTech Indonesia (INA Digital), dan Satu Data Indonesia

merupakan wujud nyata paradigma governance kontemporer.
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3) Tata Kelola Pemerintahan (Governance)

Governance merupakan konsep yang lebih luas daripada government.

Menurut UNDP (1997), governance adalah mekanisme, proses, dan

institusi yang memungkinkan warga negara mengekspresikan kepentingan

mereka, menjalankan hak dan kewajiban, serta menyelesaikan konflik.

UNDP (1997) menegaskan bahwa governance harus mencakup prinsip

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan

hukum.

Governance modern menekankan pentingnya kolaborasi antara

pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, media, dan organisasi

internasional. Osborne (2010) menyatakan bahwa dalam governance

modern, pemerintah bertindak sebagai koordinator dalam jaringan aktor

publik, bukan sebagai satu-satunya penyedia layanan. Governance

dipahami sebagai proses bersama dalam memecahkan masalah publik

(Osborne, 2010).

Dalam konteks Indonesia, reformasi birokrasi dan demokratisasi telah

mendorong pergeseran ke paradigma governance. Dwiyanto (2011)

menjelaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia sangat

dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menciptakan transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi publik. Program digitalisasi seperti SPBE

juga menunjukkan upaya pemerintah menjadikan administrasi publik lebih

responsif dan efisien.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.

Nama dan Tahun

Metode Penelitian

Variabel atau

Hasil Penelitian

Penelitian Instrumen
1 Turner, Prasojo & | Kualitatif deskriptif | Fokus  pada: (1) | Studi menemukan  bahwa
Sumarwono  (2022) | dengan karakter = birokrasi | reformasi birokrasi Indonesia
“The challenge of | literatur Indonesia  (warisan | mengalami hibridisasi: unsur
reforming big | analisis dokumen | birokrasi Weberian, | birokrasi tradisional, NPM, dan
bureaucracy in | kebijakan patronase, korupsi, | good governance bercampur.
Indonesia” hasil reformasi | orientasi proses), (2) | Reformasi  berjalan,  tetapi
birokrasi desain dan | struktur besar, politisasi, dan
Indonesia. implementasi budaya patronase membuat
program  reformasi | perubahan cenderung
birokrasi  nasional, | inkremental. Ditekankan
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No.

Nama dan Tahun
Penelitian

Metode Penelitian

Variabel atau
Instrumen

Hasil Penelitian

3) pengaruh
paradigma NPM dan
good governance
terhadap arah
reformasi.

pentingnya kepemimpinan
politik jangka panjang, koalisi
reformis, dan penguatan
akuntabilitas untuk menggeser
paradigma administrasi publik ke
tata kelola yang lebih modern dan
responsif.

Dan, Leagreid &
Spadek (2024) “NPM
reconsidered: towards
the study of enduring
forms of NPM”, Public
Management Review

Artikel konseptual /
sintesis literatur
(theory-building)
dengan review
sistematis dan
naratif atas studi-
studi tentang New
Public
Management di

Konsep utama: (1)
dimensi inti NPM
(marketization,
performance
management,
kontraktualisasi), (2)
bentuk-bentuk
keberlanjutan NPM
dalam konteks post-

Artikel menyimpulkan bahwa
NPM belum “mati”, tetapi justru
bertahan dalam bentuk-bentuk
baru  yang lebih  hibrid,
bercampur dengan paradigma
Neo-Weberian State dan New
Public  Governance. Penulis
mengusulkan agenda riset baru
yang tidak hanya menanyakan

berbagai negara. NPM dan hibridisasi, | apakah NPM berakhir, tetapi
(3) variabel konteks | bagaimana elemen NPM
seperti tradisi | bertransformasi dan bertahan
administrasi, politik, | dalam berbagai konteks tata
dan institusi yang | kelola.
memengaruhi
“ketahanan” NPM.

3 Hammerschmid, Kualitatif Instrumen:  skema | Hasil menunjukkan  bahwa
Palaric, Rackwitz & | komparatif dengan | pengkodean terhadap | meskipun secara retoris strategi
Wegrich (2023/2024) | analisis isi (content | dokumen strategi | digitalisasi banyak berbicara
“A shift in paradigm? | analysis) terhadap | nasional untuk | tentang kolaborasi dan jaringan,
Collaborative public | dokumen  strategi | mengukur: (1) | dalam praktiknya logika
administration in the | digitalisasi nasional | bagaimana peran | hierarkis dan manajerial (gaya
context of national | dari sejumlah | pemerintah NPM) masih sangat kuat.
digitalization negara, didefinisikan, (2) | Perubahan menuju paradigma
strategies” dikombinasikan sejauh mana | collaborative public

dengan  kerangka | kolaborasi lintas- | administration dan governance
teori  kolaborative | aktor (network, | berbasis jaringan terjadi, tetapi
governance. partnership) lebih bersifat parsial dan belum

ditekankan, (3) jenis | sepenuhnya menggantikan

instrumen kebijakan | paradigma lama.

(hierarkis, pasar, atau

jaringan), (4) narasi

tentang transformasi

digital.

4 Secchi, Caeiro, Ramos | Studi kualitatif | Variabel yang dikaji: | Studi menemukan bahwa transisi
Pinto & Arenilla Sdez | dengan systematic | (1) tiga gelombang | digital berbeda dari  dua
(2024) literature ~ review | pergeseran gelombang sebelumnya karena
“Administrative dan analisis | paradigma: transisi | lebth banyak mengandalkan
reforms _in_ Portugal | dokumen. Peneliti | birokratis,  transisi | entrepreneurship kebijakan yang
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Nama dan Tahun

Variabel atau

No. e Metode Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian Instrumen
and  Spain:  From | meninjau 33 artikel | manajerial (NPM), | berjejaring, beragam instrumen
bureaucracy to digital | ilmiah tentang | dan transisi digital; | kebijakan di luar regulasi, dan
transition” paradigma 2) dimensi | integrasi nilai-nilai baru (inovasi,
manajemen publik, | reformasi:  doktrin, | keterbukaan, partisipasi).
46 studi tentang | nilai-nilai yang | Pergeseran  paradigma tidak
reformasi di | mendasari, linier, melainkan menghasilkan
Portugal & | kepemimpinan campuran birokrasi, NPM, dan
Spanyol, dan 32 | kebijakan, gaya | digital governance yang saling
dokumen resmi | implementasi, menumpuk  dan  terkadang
pemerintah. instrumen kebijakan, | menimbulkan ketegangan.
dan pola resistensi
perubahan.

5 Dunleavy, Margetts, | Artikel  teori /| Konsep/“variabel” Penelitian berargumen bahwa
Bastow & Tinkler | konseptual utama: (1) | NPM sebagai paradigma
(2006) — “New Public | komparatif, karakteristik NPM | dominan mulai digantikan oleh
Management Is | menggunakan (disagregasi, Digital-Era Governance, yang
Dead—Long Live | analisis kebijakan | persaingan pasar, | menekankan reintegrasi struktur
Digital-Era dan praktik | insentif kontraktual), | pemerintahan, pelayanan terpadu
Governance” pemerintahan (2) karakteristik | berbasis kebutuhan warga, dan

(khususnya di | Digital-Era pemanfaatan intensif teknologi
Inggris)  berbasis | Governance (DEGQG): | digital. Namun, unsur NPM tidak
data sekunder dan | reintegrasi hilang sepenuhnya, melainkan
pengalaman organisasi, fokus | membentuk konfigurasi hibrid
reformasi  sektor | pada kebutuhan | bersama  praktik  digital-era
publik. warga (needs-based | governance. Artikel ini menjadi

holism), dan
eksploitasi teknologi
informasi, 3)
dampak digitalisasi

terhadap desain
organisasi dan
layanan publik.

rujukan utama untuk memahami
pergeseran dari NPM ke
paradigma tata kelola digital.

Sumber : Data diolah peneliti, 2025
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Kerangka Konsep Penelitian

Paradigma Klasik
(Weber, Taylor, Fayol) =>
Struktur Birokrasi
Hierarkis

Paradigma Neo-Klasik
(Mayo, Simon, follet) =>

New Public Management
(Hood, Pollit, Osborne)
=> Reformasi Birokrasi,
Desentralisasi, Kinerja

v

Paradigma Post-NPM /
Digital Governance
(Stoker, Osborne,
Dunleavy) => Kolaborasi,
Nilai Publik, GovTech

o Pendekatan human
relations dan SDM
aparatur
TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
INDONESIA
¢ Reformasi birokrasi berkelanjutan
—>

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

* Model governance hibrid (birokrasi-NPM—digital)

e Pelayanan publik adaptif & berbasis teknologi

¢ Akuntabilitas & transparansi meningkat

Sumber : Data diolah peneliti
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BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review
(SLR) untuk meninjau secara komprehensif evolusi pemikiran dan praktik
administrasi publik dari paradigma klasik, neo-klasik, hingga New Public
Management (NPM) dan post-NPM/hybrid governance dalam konteks tata kelola
pemerintahan Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena sesuai untuk Memetakan
perkembangan teoretis antarparadigma administrasi publik, mengidentifikasi
kesenjangan empiris dan metodologis dalam konteks Indonesia, mensintesis model
konseptual baru terkait evolusi dan hibridisasi birokrasi publik (Kitchenham et al.,
2009; Pati & Lorusso, 2018; Septian et al., 2024). Metode ini mengacu pada
pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses) yang menekankan transparansi, replikabilitas, dan akuntabilitas proses
telaah literatur ilmiah (Page et al., 2021; Selcuk, 2019). Setelah proses seleksi,
peneliti secara kritis menilai studi-studi yang disertakan, menilai kualitas, relevansi,
dan kontribusinya dalam memahami topik penelitian tentang evolusi pemikiran
administrasi dalam tata kelola publik. Kerangka kerja PRISMA memfasilitasi
tinjauan pustaka yang komprehensif dengan meminimalkan bias seleksi dan
mendorong transparansi, yang vital untuk menghasilkan temuan yang kuat (Tricco
et al., 2018). Sesuai dengan alur PRISMA tersebut, peneliti akan mengumpulkan
publikasi-publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang relevan dengan

melalui tahapan-tahapan berikut :

3.1 Identifikasi
Identifikasi pencarian literature dilakukan dengan menggunakan database

Scopus dan Science Direct dengan menggunakan kata kunci. Strategi pencarian
kata kunci dilakukan dengan mencari kata kunci yang spesifik seperti
("Classical Public Administration” OR "Bureaucratic Theory" OR "Scientific
Management") AND ("Neo-Classical Administration” OR "Human Relations"
OR "Behavioral Public Administration") AND ("New Public Management" OR
"Post-NPM" OR "Hybrid Governance" OR "Agile Governance") AND
("Indonesia" OR "Developing Country" OR "Southeast Asia"” OR "Public Sector
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Reform”). Berkaitan dengan konteks penelitian dimana artikel ini akan melihat
perkembangan evolusi pemikiran tata kelola public maka pencarian literatur
dilakukan pada periode tahun 1940-1970, yang mencakup fase utama
perkembangan paradigma administrasi publik:

1. Era Classical Public Administration (1940—-1970)

2. Era Neo-Classical / Behavioral Administration (1970—1990)

3. Era New Public Management (1990-2010)

4. Era Post-NPM / Hybrid Governance (2010-2025)
Berdasarkan hal tersebut total dokumen yang ditemukan dalam identifikasi

pencarian ini adalah sebanyak total 1.833 dokumen.

3.2 Screening
Proses penyaringan atau seleksi data merupakan tahapan untuk menentukan

artikel yang paling relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti
menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi guna memastikan kesesuaian dan
kualitas literatur yang dipilih. Kriteria inklusi mencerminkan karakteristik utama
dari topik yang diteliti, yang berfungsi sebagai panduan dalam mengidentifikasi
studi-studi yang dapat memberikan kontribusi dalam menjawab pertanyaan
penelitian. Sebaliknya, kriteria eksklusi digunakan untuk menyingkirkan artikel
yang, meskipun memenuhi aspek inklusi, memiliki karakteristik tambahan yang
berpotensi mengganggu validitas atau relevansi hasil kajian (Patino & Ferreira,
2018). Rincian kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini
disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi

Kriteria Penjelasan

(1) Berdasarkan title dan asbtrak relevan dengan konteks administrasi publik, tata
kelola, atau reformasi birokrasi;
(2) Subject area memuat pembahasan teori klasik, neo-klasik, NPM, atau post-
Inklusi NPM;
(3) Tipe dokumen berupa artikel,
(4) Ditulis dalam Bahasa Inggris;
(5) Terbit antara 1940-2025.

(1) Artikel non-akademik (policy brief, laporan internal);

(2) Tidak relevan dengan topik administrasi publik;
Eksklusi ~ (3) Tidak Duplikasi antar basis data;

(4) Tipe dokumen berupa erratum,;

(5) Artikel tidak ditulis dalam Bahasa Inggris

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

29



Berdasarkan kriteria pencarian yang telah ditetapkan, peneliti melakukan proses
penyaringan (screening) secara bertahap terhadap literatur yang diperoleh.
Tahap pertama dilakukan berdasarkan tahun publikasi, yaitu antara tahun 1940
hingga 2025, yang menghasilkan 1.806 dokumen. Selanjutnya, dilakukan
penyaringan terhadap jenis dokumen, dengan pembatasan hanya pada artikel
jurnal ilmiah, sehingga jumlahnya berkurang menjadi 1.515 dokumen. Tahap
berikutnya adalah penyaringan berdasarkan bahasa publikasi, di mana hanya
artikel berbahasa Inggris yang dipertahankan, menghasilkan 1.439 dokumen.
Kemudian, peneliti melakukan seleksi lebih lanjut berdasarkan subject area,
khususnya yang berkaitan dengan administrasi klasik, neo-klasik, dan New
Public Management (NPM), dan diperoleh 115 dokumen yang memenuhi
kriteria tersebut. Dari hasil tersebut, dilakukan pengecekan mendalam terhadap
judul, abstrak, dan bidang kajian (subject area) untuk memastikan relevansi
substansial terhadap topik penelitian. Tahap ini menghasilkan 45 artikel yang
dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap eligibilitas atau penilaian kelayakan
akhir.

3.3 Eligibilitas
Dari total 45 artikel yang diperoleh melalui proses penyaringan awal,

peneliti kemudian melakukan tahap penelaahan mendalam dengan membaca
seluruh isi naskah secara komprehensif. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,
terpilih 30 artikel yang dinyatakan layak sebagai sumber utama dalam kajian
SLR ini. Artikel-artikel tersebut terdiri dari 18 studi dengan konteks empiris di
Indonesia serta 12 artikel bersifat konseptual global yang digunakan sebagai
landasan teoretis untuk menjelaskan evolusi paradigma klasik, neo-klasik,
hingga New Public Management (NPM) dan post-NPM. Pemilihan 30 artikel
tersebut didasarkan pada keterkaitannya yang kuat dengan fokus penelitian,
khususnya dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika dan
evolusi paradigma administrasi publik dalam tata kelola pemerintahan
Indonesia. Sementara itu, 15 artikel lainnya dieliminasi karena setelah dilakukan
penelaahan penuh, isi dan analisisnya tidak secara langsung menjawab

pertanyaan penelitian (research question) atau tidak menunjukkan relevansi
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tematik yang memadai dengan topik kajian. Proses pencarian dapat dilihat dalam

flowchart pada Gambar 1.

Berdasarkan proses pencarian literature tersebut, hasil 30 dokumen yang

terpilih akan dilakukan analisis dengan bantuan tools VOSViewer untuk

memetakan jaringan kata kunci dan dilakukan analisis

menjawab research question.

tematik untuk dapat

Identifikasi proses pencarian artikel

Hasil identifikas pencarian dari database Scopus
& Science Direct (N=1.833)

Hasil tambahan yang diidentifikasi
dari sumber lain (n = 0)

Identifikas

Menghapus duplikasi (n=0)

Screening berdasarkan tahun terbit (1940-2025)
N = 1.806)

Hasil eklusi artikel terbit diluar
tahun tersebut (N=27)

Screening berdasarkan tipe dokumen (N=1.515)

Hasil ekslusi tipe dokumen bukan
artikel (N=291)

50
g
7!

Screening berdasarkan Bahasa dan subject area
(N=115)

Hasil ekslusi artikel tidak berbahasa inggris
dan subject area diluar konteks (N=1.400)

Screening berdasarkan title dan abstrack (N=45)

Hasil eksklusi artikel berdasarkan title dan
abstrack vang tidak relevan (N=70)

Hasil asesmen dalam eligibity (N=45)

Hasil eksklusi artikel berdaarkan isi
keseluruhan artikel karena tdak sesuai
scope/topik penelitian (N=15)

Artikel terhitung untuk di review (N=30)

&
£
=

o
[l

Gambar 2. Pencarian dengan PRISMA
Sumber : Data diolah peneliti, 2025
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil sintesis dari systematic literature review, dari proses
identifikasi hingga eligibilitas ditemukan 30 artikel yang relevan untuk menjawab
research question. Temuan artikel ini berisi informasi tentang topik penelitian yaitu
evolusi manajemen klasik, neo-klasik, new public management dan Post-NPM.
Temuan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis
sebelumnya yang akan disajikan untuk analisis mendalam.

Tabel 3. Temuan hasil literatur

Kategori Paradigma Jumlah Artikel Representatif

Klasik / Weberian 3 (Hood, 1991; Pollitt, 2001; Wihantoro et
al., 2015)

(Aruan, 2015; Brinkerhoff &
Wetterberg, 2013; Gaus et al., 2017;

Neo-Klasik/Human Relations 6 Harun et al., 2019; B. D. Lewis et al.,
2016; H. Lewis, 2002; Voorberg et al.,
2013)

(Bastian et al., 2022; Berenschot, 2018a;
Christensen & Lagreid, 2007; Dunleavy
NPM (New Public 1 & Hood, 1994; Harun et al., 2019; Hood,
Management) 1991; Indrayanti et al., 2025; Kristiansen
et al., 2009; Nurmandi & Kim, 2015;

Pollitt, 2001; Turner et al., 2022)

(Agger & Hedensted Lund, 2017;
Djatmiko et al., 2025; Dunleavy et al.,
2006; Lestari et al., 2025; Meijer, 2013;
10 Mergel, 2016; Mergel et al., 2018;
Osborne, 2006; Salomo & Rahmayanti,
2023;  Sihotang et al, 2025;
Twizeyimana & Andersson, 2019)

Post-NPM/Digital & Hybrid
Governance

Sumber : Data diolah peneliti, 2025
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Gambar 3. Network Visualization
Sumber : VOSViewer, 2025
Grafik VOSviewer pada gambar 2 menunjukkan peta hubungan kata kunci (co-

occurrence network) yang paling sering muncul dalam literatur mengenai public
administration dan governance di Indonesia. Nodes (titik) menunjukkan kata kunci,
sedangkan garis (edge) merepresentasikan kekuatan asosiasi antar-topik
berdasarkan frekuensi kemunculan bersama dalam satu artikel Scopus (Guleria &
Kaur, 2021; van Eck & Waltman, 2010). Nodes “Indonesia” menjadi pusat terbesar
(warna merah), yang menandakan bahwa hampir seluruh tema riset berkorelasi
langsung dengan konteks Indonesia artinya riset bersifat sangat kontekstual dan
empiris. Kepadatan jaringan di sisi kanan dan kiri menunjukkan dua kutub utama
pendekatan:
e Kutub kanan (merah) — tema governance reform, civil service reform,
bureaucracy reform (berbasis tata kelola klasik dan neo-weberian).
e Kutub kiri (hijau-biru) — tema decentralization, public management,
corruption, institutionalization, dan citizen participation (berbasis NPM

dan post-NPM).
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Tabel 4. Pemetaan cluster network visualization

Warna Klaster

Kata Kunci Utama

Makna dan Fokus Penelitian

@ Merah (Governance
Reform)

governance, public
administration reform,
bureaucracy  reform,
civil service reform,
clientelism

Klaster ini merepresentasikan paradigma
klasik dan neo-Weberian, yang berfokus
pada reformasi birokrasi, legalitas, dan
profesionalisasi aparatur. Tema seperti
clientelism menandakan bahwa birokrasi
Indonesia masih berhadapan dengan politik
patronase dan sistem merit yang belum
mapan (Berenschot, 2018a; Hood, 1991;
Pollitt, 2001; Wihantoro et al., 2015).

@ Hijau
(Decentralization &
Citizen Participation)

decentralization, citizen
participation,  results-
based management

Mewakili fase neo-klasik dan NPM awal, di
mana fokus bergeser ke efektivitas
organisasi, hasil kinerja, dan partisipasi
publik dalam kerangka otonomi daerah
(Arif, 2023; Aruan, 2015; Brinkerhoff &
Wetterberg, 2013; Gaus et al., 2017).

Kuning (Local
Government &
Performance
Measurement)

local government,
performance
measurement,
decentralisation

Klaster ini menggambarkan praktik NPM di
tingkat daerah: reformasi anggaran berbasis
kinerja, indikator hasil (output-outcome),
dan sistem evaluasi akuntabilitas (Bastian et
al.,, 2022; Christensen & Lagreid, 2007;
Indrayanti et al., 2025).

@ Biru (Corruption &
Institutionalization)

corruption,
institutionalization, e-
procurement

Mewakili penelitian yang mengkaji good
governance dan integritas publik dalam
konteks reformasi manajemen publik.
Fokusnya adalah tata kelola fiskal, reformasi
pengadaan, dan transparansi birokrasi ciri
khas NPM dengan tekanan moralitas publik
(Nurmandi & Kim, 2015; Turer et al.,
2022).

® Ungu (Neo-
Weberian & NPM
Transition)

neo-weberian
npm

state,

Klaster ini adalah penghubung antara
paradigma klasik dan NPM, mencerminkan
model hybrid governance yang kini
berkembang di Indonesia. Mengindikasikan
bahwa sistem birokrasi modern Indonesia
tidak  sepenuhnya  melepaskan  akar
Weberian,  tetapi = menggabungkannya
dengan prinsip manajerialisme dan efisiensi
digital (Gaus et al., 2017; Harun et al., 2019).

Sumber : Data diolah peneliti, 2025
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Gambar 4. Overlay Visualization
Sumber : VOSViewer, 2025
Gambar kedua (Overlay Visualization) menunjukkan warna gradasi dari

biru ke kuning, di mana cluster biru tua menunjukan riset lama (sekitar 2020-2022)
dan cluster kuning menunjukan riset paling baru (2024-2025). Fase Awal (2020—
2021) fokus dominan adalah pada “corruption”, ‘“e-procurement”, dan

’

“Institutionalization”. Ini menunjukkan orientasi NPM awal yang menekankan
efisiensi, integritas, dan reformasi teknokratis (Harun et al., 2019; Nurmandi &
Kim, 2015). Fase Transisi (2022-2023) menunjukan topik seperti
“decentralization”, “local government”, dan “performance measurement” mulai
menguat.. Riset mulai mengeksplor bagaimana desentralisasi mempengaruhi
akuntabilitas dan efektivitas kinerja public (Brinkerhoff & Wetterberg, 2013; B. D.
Lewis et al., 2016). Ini merupakan masa puncak paradigma Neo-Klasik dan NPM
di Indonesia, di mana reformasi administratif bergeser dari pusat ke daerah.

Fase Kontemporer (2024-2025) ditunjukan dengan cluster warna kuning

terang pada node “bureaucracy reform overnance”’, dan “civil service reform”
b b

menandakan resurgensi minat pada paradigma neo-Weberian dan hybrid
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governance. Fokusnya bukan lagi sekadar efisiensi, tetapi pada legitimasi,
profesionalisme, dan integrasi sistemik birokrasi digital (Salomo & Rahmayanti,
2023; Turner et al., 2022). Tema ‘“clientelism”” masih muncul, menandakan bahwa
hubungan politik-birokrasi tetap menjadi tantangan mendasar dalam tata kelola

publik Indonesia (Mergel, 2016; Mergel et al., 2019).

indonesia

{%5 VOSviewer

Gambar 5. Density Visualization
Sumber : VOSViewer, 2025
Berdasarkan hasil density visualization dari analisis VOSviewer, peta

kerapatan kata kunci menunjukkan fokus riset tata kelola publik di Indonesia yang
membentuk beberapa pusat kepadatan (hotspof) dengan tema dominan seperti
decentralization, local government, citizen participation, governance reform, dan
corruption. Titik pusat dengan intensitas warna paling terang berada pada kata
“Indonesia”, menandakan bahwa seluruh isu utama berporos pada konteks
kebijakan dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Klaster dengan warna hijau
terang di sekitar citizen participation dan results-based management
merepresentasikan paradigma partisipatif dan hasil-orientasi yang mulai menonjol

seiring penguatan desentralisasi pasca-reformasi. Klaster ini memperlihatkan
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transisi menuju tata kelola berbasis kolaborasi publik sebagaimana dijelaskan oleh
dalam kajiannya tentang reformasi birokrasi dan pergeseran menuju public
management (Brinkerhoff & Wetterberg, 2013).

Sementara itu, area yang lebih redup seperti corruption dan e-procurement
menggambarkan fokus riset pada sisi patologis birokrasi dan upaya digitalisasi
untuk memperkuat integritas kelembagaan (Harun et al., 2019). Klaster governance
reform dan civil service reform memperlihatkan hubungan erat dengan transformasi
struktural birokrasi sebagaimana yang menandai pergeseran dari paradigma
administratif ke paradigma manajerial. Di sisi lain, kemunculan istilah neo-
Weberian state dan NPM dalam area berwarna lebih muda menunjukkan arah
evolusi terbaru menuju hybrid governance, di mana nilai efisiensi pasar dipadukan
dengan legitimasi birokrasi dan kolaborasi lintas aktor sebagaimana dipaparkan
oleh (Brinkerhoff & Wetterberg, 2013; Gaus et al., 2017). Dengan demikian, pola
densitas ini tidak hanya memperlihatkan peta topik yang berkembang, tetapi juga
merefleksikan dinamika epistemologis dalam studi administrasi publik Indonesia:
dari birokrasi patrimonial menuju sistem tata kelola adaptif dan partisipatif yang
masih berjuang menghadapi tantangan korupsi, kapabilitas lokal, dan transformasi

digital sebagai bagian dari perjalanan panjang reformasi birokrasi nasional

Evolusi Paradigma dalam Tata Kelola Publik di Indonesia

Tabel 5. Evolusi Paradigma dalam Tata Kelola di Indonesia

. . Ciri Umum (Konteks Bentuk Tata Kelola di
Paradigma Penulis . .
Indonesia) Indonesia
(Gaus et al., 2017; Birokrasi hierarkis, legalistik, Struktgr . pe merintahan
. . . sentralistis, kendali kuat pusat;
Klasik Turner etal., 2022; berorientasi aturan dan . .. .
. . o . . reformasi fiskal & administratif
(Weberian) Wihantoro et al.,, kepatuhan; stabilitas lebih penting . S
A . berbasis kontrol dan disiplin
2015) dari inovasi.
prosedural.
(B. D Lewis et ?l" . .. Reformasi desentralisasi;
. 2016; Nurmandi & Fokus pada perilaku, motivasi,
Neo-Klasik . . . penerapan SAKIP dan e-
. Kim, 2015; dan kapasitas SDM; pentingnya } .
(Behavioral- S procurement; akuntabilitas
o Salomo & komunikasi dan budaya . . . .
Institutional) . . meningkat tetapi masih bersifat
Rahmayanti, organisasi. administratif
2023) '
New Public (Harun et al., Efisiensi dan kinerja sebagai Performance budgeting, audit
Management 2019; Kristiansen orientasi utama; logika pasar dan kinerja, dan kompetisi
(NPM) et al, 2009; kontrak mulai diadopsi. antarinstansi; fragmentasi
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. . Ciri Umum (Konteks Bentuk Tata Kelola di
Paradigma Penulis . .
Indonesia) Indonesia
Osborne,  2006; pengawasan dan tumpang
Pollitt, 2001) tindih regulasi masih terjadi.
(Bastian et al.,
2022; Djatmiko et Smart city, open data, dan e-
Post-NPM al., 2025; Kolaborasi lintas aktor dan nilai government mulai
Digital Indrayanti et al., publik; integrasi digital dan berkembang; inklusi sosial dan
Governance 2025; Mergel, partisipasi masyarakat. koordinasi antarlembaga masih
2016;  Osborne, menjadi tantangan.
2006)
(Berenschot Pemerintah berperan sebagai
Neo-Klasik > Integrasi antara hierarki klasik, fasilitator inovasi; birokrasi
. 2018b; Lestari et = ; : ) .
(Behavioral- al, 2025; Mergel efisiensi NPM, dan kolaborasi adaptif tetapi tetap menjaga
Institutional) " ’ digital post-NPM. stabilitas struktural dan

etal., 2018) legitimasi hukum.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025
Tata Kelola Publik pada Era Klasik : Rasionalitas Weberian dan Birokrasi
Patrimonial

Era administrasi publik klasik menandai fase awal rasionalisasi birokrasi di
Indonesia. Paradigma ini berakar pada teori Weberian bureaucracy, yang
menekankan hierarki, pembagian kerja rasional, kepatuhan terhadap aturan, serta
kontrol administratif sebagai prasyarat stabilitas negara (Wihantoro et al., 2015).
Birokrasi pada masa Orde Baru tumbuh sebagai mesin administrasi yang kuat,
berorientasi pada kepatuhan dan pengendalian internal. Struktur hierarkis yang
rigid dianggap sebagai jaminan terhadap efisiensi dan ketertiban administrasi (Gaus
et al., 2017). Penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi pasca krisis 1998
khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak masih memegang kuat prinsip-prinsip
klasik: penegasan hierarki, pembakuan prosedur, serta penguatan kontrol internal
untuk mencegah penyimpangan fiscal (Wihantoro et al., 2015). Dalam konteks ini,
birokrasi berfungsi sebagai alat kontrol negara untuk menjaga integritas dan
keteraturan, bukan sebagai entitas yang berorientasi pada hasil atau kepuasan
publik.

Namun, kelemahan utama dari paradigma klasik ialah kurangnya
sensitivitas terhadap dimensi sosial dan budaya organisasi. (Harun et al., 2019)
mencatat bahwa budaya organisasi yang hierarkis dan otoriter sering kali

menghambat inovasi serta keterlibatan pegawai. Hal ini menunjukkan paradoks
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klasik: rasionalitas struktural justru membatasi kemampuan adaptif birokrasi
terhadap perubahan lingkungan. Dalam refleksi teoritis, era klasik di Indonesia
menggambarkan “path dependence” Weberian yang sulit dihapus bahkan setelah
reformasi politik 1998. Keunggulannya terletak pada konsistensi prosedural dan
stabilitas hukum, namun kelemahannya adalah kaku terhadap dinamika masyarakat
dan kurang tanggap terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, pada tahap
selanjutnya, reformasi bergerak menuju paradigma yang lebih manusiawi dan
berorientasi perilaku. Relevansinya masih tampak dalam perilaku birokrasi masa
kini: pengambilan keputusan yang lambat, struktur vertikal, serta justifikasi legal
yang berlebihan. Paradigma klasik meninggalkan path dependency yang kuat
terhadap budaya prosedural dan resistensi terhadap inovasi (Turner, 2019).

Tata Kelola Publik pada Era Neo-Klasik : Perilaku, Kapasitas, dan
Rasionalitas Terbatas

Paradigma neo-klasik muncul sebagai reaksi terhadap mekanistiknya
administrasi klasik. Berakar pada pemikiran Herbert Simon, Elton Mayo, dan
Chester Barnard, pendekatan ini menyoroti pentingnya perilaku manusia,
komunikasi, dan faktor psikologis dalam efektivitas organisasi publik. Dalam
konteks Indonesia, pendekatan neo-klasik mulai tampak kuat pada masa
desentralisasi pemerintahan pasca-1999, di mana otonomi daecrah membuka ruang
bagi inovasi, partisipasi, dan penguatan akuntabilitas lokal (Brinkerhoff &
Wetterberg, 2013).

Studi (B. D. Lewis et al., 2016) menyoroti bagaimana pemerintah daerah
berupaya mengukur kinerja layanan publik melalui indikator hasil, namun
menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia. Hal ini
memperlihatkan bahwa meskipun semangat efisiensi telah muncul, kemampuan
teknis dan perilaku organisasi masih menjadi kendala utama. (Salomo &
Rahmayanti, 2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja
(SAKIP) berjalan lambat dan cenderung administratif, karena birokrasi daerah
masih memandang reformasi sebagai kewajiban formal, bukan instrumen
peningkatan kinerja substantif. Pada sektor pengadaan barang dan jasa, (Nurmandi

& Kim, 2015) menemukan bahwa penerapan e-procurement hanya efektif jika
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didukung SDM yang kompeten dan budaya organisasi yang terbuka terhadap
perubahan. Ini sejalan dengan prinsip neo-klasik bahwa efektivitas tidak hanya
ditentukan oleh struktur dan aturan, tetapi juga oleh motivasi dan interaksi antar-
aktor dalam organisasi.

Secara reflektif, paradigma neo-klasik memperkenalkan dimensi
“manusiawi” ke dalam birokrasi Indonesia menyoroti perilaku pegawai, kapasitas
kepemimpinan, serta budaya kerja. Namun, pendekatan ini juga menghadapi
batasan institusional karena reformasi perilaku tanpa restrukturisasi sistem masih
menghasilkan perubahan parsial. Dalam konteks teori, fase ini merefleksikan
transisi menuju administrative humanism, di mana birokrasi mulai belajar
mengenali kompleksitas manusia, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan
prinsip efisiensi dan kinerja seperti yang dicita-citakan dalam era berikutnya, yaitu
New Public Management (NPM).

Pendekatan behavioral institutionalism memberi pemahaman bahwa
birokrasi tidak netral secara budaya; keputusan dan inovasi dipengaruhi oleh nilai,
persepsi risiko, dan motivasi pegawai. Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan
di Indonesia cenderung compliance-based, bukan performance-based, karena
akuntabilitas lebih dimaknai sebagai kewajiban administratif ketimbang
pembelajaran organisasi. Maka, era neo-klasik memperkenalkan dimensi
“manusiawi” dalam tata kelola, namun belum mampu menembus batas struktur
lama. Akuntabilitas dan profesionalisme tumbuh, tetapi masih bersifat simbolik dan
seremonial sebagaimana diungkap Salomo & Rahmayanti (2023) dalam studi
tentang sistem evaluasi kinerja daerah.

Tata Kelola Publik pada Era New Public Management (NPM)

Paradigma New Public Management (NPM) berkembang sebagai respons
terhadap lemahnya efisiensi birokrasi klasik dan neo-klasik. Ciri utama NPM
adalah orientasi pada hasil (performance-based), efisiensi biaya, dan adopsi
mekanisme pasar dalam penyediaan layanan publik (Hood, 1991; Pollitt, 2001).
Indonesia mulai mengadopsi prinsip NPM secara sistematis sejak awal 2000-an
melalui reformasi birokrasi, penerapan performance budgeting, serta output-based

evaluation. Penelitian (Harun et al., 2019) menunjukkan bahwa implementasi NPM
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di Indonesia menghasilkan hasil ganda. Di satu sisi, transparansi fiskal meningkat,
audit kinerja diperkuat, dan desentralisasi mendorong otonomi daerah. Namun, di
sisi lain, muncul fragmentasi tanggung jawab dan kompetisi antarunit yang
mengaburkan akuntabilitas kolektif. (Kristiansen et al., 2009) mengonfirmasi
bahwa reformasi berbasis kinerja memperluas ruang transparansi, tetapi tanpa
sistem koordinasi yang matang dapat menghasilkan variasi besar dalam praktik
akuntabilitas di tingkat daerah.

Dalam konteks teoritis, hasil-hasil tersebut mengafirmasi kritik (Dunleavy
et al., 2006) dan (Osborne, 2006) bahwa NPM terlalu fokus pada efisiensi
individual dan mengabaikan koordinasi lintas lembaga. Di Indonesia, fenomena ini
tampak pada lemahnya sinkronisasi antar-K/L dan tumpang tindih regulasi, yang
sering menimbulkan “birokrasi paralel” antara pemerintah pusat dan daerah. Secara
reflektif, era NPM membawa modernisasi signifikan pada manajemen publik
Indonesia memperkenalkan kinerja, indikator hasil, dan tata kelola berbasis
kontrak. Namun, efisiensi yang dicapai sering kali tidak disertai dengan efektivitas
dan responsivitas. Hal ini menunjukkan bahwa NPM, meski berhasil
memperkenalkan logika pasar dan manajemen dalam birokrasi, tidak sepenuhnya
kompatibel dengan kultur administratif Indonesia yang kolektivistik dan normatif.
Dengan demikian, NPM di Indonesia berfungsi sebagai “transitional paradigm”
menghubungkan rasionalitas ekonomi dengan kesadaran kolaboratif baru, yang
menjadi cikal bakal kemunculan paradigma post-NPM atau collaborative
governance.

Post NPM/New Public Governance/Digital Governance

Paradigma post-NPM muncul sebagai reaksi terhadap fragmentasi yang
ditimbulkan oleh NPM. Fokusnya bergeser ke arah kolaborasi antaraktor, nilai
publik, dan integrasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia,
fase ini sejalan dengan munculnya kebijakan Smart City, Open Data, dan e-
Government sejak 2010-an (Bastian et al., 2022). (Mergel, 2016) memperkenalkan
konsep digital era governance, yaitu pemerintahan yang mengadopsi teknologi
digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Hal ini tercermin di Indonesia pada berbagai inovasi seperti portal layanan publik

41



daring dan sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi. Model baru ini
menempatkan pemerintah bukan lagi sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai
fasilitator ekosistem kolaboratif antara negara, swasta, dan masyarakat sipil
(Osborne, 2006). Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat pada inisiatif pemerintah
daerah seperti Surabaya dan Bandung yang mengembangkan platform open data
dan e-participation. Namun, penelitian (Djatmiko et al., 2025) memperingatkan
bahwa eksklusi digital masih tinggi di kalangan masyarakat pedesaan dan
kelompok miskin, menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya inklusif.

Transisi ke post-NPM memerlukan whole-of-government approach, atau
koordinasi lintas Kementerian (Kristiansen et al., 2009). Di Indonesia, hal ini masih
menjadi tantangan besar karena masih kuatnya silo mentality antar lembaga
pemerintah. Reflektifnya, fase ini mengilustrasikan bahwa birokrasi Indonesia
sedang bergerak dari pola hierarkis ke pola jejaring. Namun, keberhasilan
paradigma ini bergantung pada leadership digital dan kemampuan pemerintah
membangun kepercayaan publik dalam dunia daring. Post-NPM memperlihatkan
wajah baru pemerintahan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis data, tetapi juga
menuntut kemampuan adaptasi sosial yang tinggi agar tidak menimbulkan digital
divide.
Paradigma Hybrid Governance

Hasil SLR menunjukkan bahwa tata kelola publik di Indonesia kini berada
dalam fase Hybrid Governance, yaitu bentuk hibrida yang menggabungkan elemen
klasik, NPM, dan post-NPM (Mergel et al., 2018). Dalam model ini, struktur
hierarkis Weberian masih dipertahankan pada fungsi-fungsi inti seperti fiskal dan
hukum (Wihantoro et al., 2015), sementara mekanisme kinerja dan evaluasi tetap
dijalankan ala NPM (Harun et al., 2019). Di sisi lain, koordinasi jejaring dan
kolaborasi digital berkembang pesat melalui platform e-government dan inisiatif
smart city (Lestari et al., 2025; Sihotang et al., 2025). Konteks politik elektoral dan
klientelisme masih menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi birokrasi,
sehingga hybrid governance harus mampu menyeimbangkan antara pengendalian

struktural dan fleksibilitas adaptif (Berenschot, 2018a). (Prasojo & Kurniawan,
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2008) menyebut fase ini sebagai governance transition, di mana birokrasi belajar
menjadi fasilitator inovasi, bukan sekadar regulator administratif.

Ekosistem adopsi e-government di Indonesia memperlihatkan pola
stakeholder yang semakin kompleks (Sihotang et al., 2025). Pemerintah kini
berperan bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator
inovasi digital. Hal ini menunjukkan transisi dari bureaucratic governance ke
platform governance di mana pemerintah mengorkestrasi berbagai pihak dalam
penyediaan layanan publik. Paradigma hybrid menggambarkan birokrasi Indonesia
yang tangkas (agile), adaptif terhadap ketidakpastian, namun tetap menjaga
stabilitas hukum dan hierarki formal. Model ini tidak membuang nilai-nilai lama,
melainkan menyerapnya ke dalam bentuk baru yang lebih fleksibel dan kolaboratif.
Secara reflektif, Hybrid Governance menjadi representasi realistik dari birokrasi
Indonesia kontemporer: tidak sepenuhnya weberian, tidak sepenuhnya manajerial,
tetapi juga belum sepenuhnya digital. Ia adalah governance in transition, di mana
pemerintah berfungsi sebagai penghubung antara stabilitas dan inovasi.

Secara reflektif, paradigma hybrid governance menunjukkan bahwa
Indonesia telah mencapai tingkat kematangan adaptif, di mana nilai-nilai klasik
(legalitas, stabilitas), neo-klasik (perilaku dan budaya organisasi), serta NPM
(efisiensi dan kinerja) berpadu dengan prinsip kolaborasi dan inovasi digital. Model
ini selaras dengan konsep ‘“agile public governance” yang diperkenalkan oleh
(Mergel, 2016), di mana pemerintahan dituntut untuk tetap stabil sekaligus tangkas
menghadapi perubahan.

Refleksi Perkembangan Paradigma Administrasi Publik hingga Masa Kini

Perkembangan terbaru administrasi publik di Indonesia menunjukkan
integrasi antara efisiensi manajerial, koordinasi lintas-aktor, dan inovasi digital
yang dikenal sebagai era post-NPM. Paradigma ini menekankan pentingnya
kolaborasi, nilai publik, dan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan
(Mergel, 2016; Osborne, 2006). Reformasi birokrasi besar di Indonesia masih
berhadapan dengan struktur besar dan kompleksitas kelembagaan, sehingga
keberhasilan reform memerlukan kombinasi antara disiplin klasik dan fleksibilitas

manajerial (Turner et al., 2022). (Bastian et al., 2022) menambahkan bahwa
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program smart city dan inovasi digital telah membuka ruang baru bagi kolaborasi
antarpemangku kepentingan, namun tantangan muncul pada absennya strategi
pengetahuan yang terintegrasi dan kepemimpinan regulatif.

Dalam konteks digital governance, (Djatmiko et al., 2025) menyoroti bahwa
inklusi sosial masih menjadi isu penting, sebab inovasi digital belum sepenuhnya
menjangkau kelompok marjinal. Hal ini menunjukkan paradoks post-NPM:
meskipun partisipatif dan berbasis kolaborasi, risiko eksklusi digital masih tinggi.
Refleksi teoretis dari fase ini menunjukkan bahwa administrasi publik di Indonesia
sedang bergerak menuju governance adaptif, yang menuntut kemampuan belajar
institusional, adaptasi cepat terhadap lingkungan digital, dan pembelajaran ganda
(double-loop learning). Dengan kata lain, teori manajemen publik tidak lagi
sekadar menjawab “bagaimana melayani dengan efisien”, tetapi juga “bagaimana
beradaptasi secara kolaboratif dalam ketidakpastian™.

Dari paradigma klasik hingga hibrid, tata kelola publik Indonesia
menunjukkan path-dependent evolution. Nilai-nilai lama tidak sepenuhnya
digantikan, melainkan diadaptasi dalam struktur baru. Birokrasi klasik memberi
dasar stabilitas; neo-klasik membangun kesadaran perilaku; NPM memperkenalkan
logika efisiensi; post-NPM menekankan kolaborasi digital; dan hybrid governance
menjadi wujud integrasi adaptif antar nilai tersebut. Refleksi ini menunjukkan
bahwa arah reformasi di Indonesia tidak bersifat revolusioner, melainkan
evolusioner dan context-sensitive. Tantangan ke depan adalah membangun agile
governance yang memadukan kecepatan inovasi dengan legitimasi sosial sebuah
tantangan yang masih bergantung pada perubahan budaya birokrasi dan

kepemimpinan publik yang kolaboratif.
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Gambar 6. Konsep Evolusi Paradigma Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia
Sumber : Data diolah peneliti, 2025
Model di atas menunjukkan bahwa tata kelola publik di Indonesia tidak

bergerak secara linier, tetapi evolutif dan adaptif. Setiap paradigma lama tidak

dihapuskan, melainkan diserap ke dalam logika baru. Dengan demikian, Indonesia

tidak mengalami paradigm replacement, tetapi paradigm layering di mana setiap

generasi pemikiran administrasi publik menambahkan nilai baru di atas fondasi

sebelumnya (Osborne, 2006; Pollitt, 2001).
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Evolusi paradigma administrasi publik di Indonesia bersifat evolusioner,
hibrid, dan kontekstual, bukan transformasi yang sepenuhnya memutus dari
masa lalu. Setiap paradigm klasik, neo-klasik, New Public Management (NPM),
dan Post-NPM/Hybrid Governance membentuk lapisan nilai dan praktik yang
terus saling berinteraksi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia masa kini.
Paradigma klasik menegaskan warisan rasionalitas Weberian yang menekankan
hierarki, legalitas, dan stabilitas administrasi sebagai fondasi birokrasi modern
Indonesia. Praktik birokrasi Orde Baru menjadi manifestasi kuat dari model ini,
dengan kontrol pusat yang dominan dan prosedur yang ketat. Meskipun berhasil
menjaga keteraturan dan disiplin administratif, paradigma ini menimbulkan
rigiditas struktural serta keterbatasan inovasi yang masih dapat ditelusuri hingga
birokrasi kontemporer.

Paradigma neo-klasik memperkenalkan dimensi perilaku dan kapasitas
sumber daya manusia ke dalam manajemen publik. Reformasi desentralisasi
pasca-1999 memberi ruang bagi pembelajaran kelembagaan, kepemimpinan
adaptif, dan akuntabilitas local. Namun, perubahan perilaku aparatur seringkali
bersifat administratif dan simbolik, menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan
di Indonesia masih berorientasi pada kepatuhan, bukan pada pembelajaran
organisasi.

Paradigma New Public Management memperkenalkan prinsip efisiensi,
hasil (performance-based), dan transparansi fiskal dalam reformasi birokrasi
nasional Implementasi kebijakan seperti performance budgeting, e-
procurement, dan audit kinerja memperkuat akuntabilitas teknokratis, namun
juga menciptakan fragmentasi dan kompetisi antar-unit. NPM di Indonesia
berfungsi sebagai paradigma transisional menyatukan efisiensi pasar dengan
semangat pelayanan publik, tetapi belum sepenuhnya mengubah kultur birokrasi

yang hierarkis dan patrimonial.
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5.2

Fase Post-NPM dan Digital Governance menandai pergeseran ke arah
kolaborasi, nilai publik, dan penggunaan teknologi digital dalam
penyelenggaraan pemerintahan (Mergel, 2016; Osborne, 2006). Pemerintah
tidak lagi berperan sebagai pelaksana tunggal, tetapi sebagai fasilitator jejaring
kolaboratif. Inovasi seperti Smart City, Open Data, dan e-Government
memperkuat transparansi dan partisipasi, namun masih menghadapi tantangan
berupa kesenjangan digital dan koordinasi lintas Lembaga. Secara keseluruhan,
hasil penelitian ini mengonfirmasi munculnya paradigma Hybrid Governance,
yaitu bentuk tata kelola yang memadukan nilai-nilai legalitas dan stabilitas
(klasik), perilaku dan kepemimpinan adaptif (neo-klasik), efisiensi dan kinerja
(NPM), serta kolaborasi dan inovasi digital (post-NPM). Model hibrid ini
menggambarkan karakter birokrasi Indonesia yang tangkas (agile), adaptif
terhadap perubahan, namun tetap menjaga legitimasi hukum dan kontrol
administratif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan di
Indonesia merupakan hasil interaksi dinamis antar-paradigma yang tidak saling
meniadakan, melainkan membentuk struktur berlapis (paradigm layering).
Reformasi birokrasi nasional bergerak ke arah agile public governance
pemerintahan yang berorientasi hasil, partisipatif, dan berbasis data namun tetap
berakar pada rasionalitas hukum dan nilai stabilitas yang diwariskan dari masa
klasik. Evolusi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi
publik Indonesia tidak hanya bergantung pada perubahan kelembagaan, tetapi
juga pada transformasi budaya birokrasi, kepemimpinan kolaboratif, dan
kemampuan adaptasi terhadap ekosistem digital yang terus berkembang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran paradigma
administrasi publik dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, beberapa saran
dapat diajukan sebagai upaya penguatan reformasi birokrasi dan pengembangan
kajian administrasi publik ke depan. Secara teoretis, penelitian selanjutnya
disarankan untuk mengembangkan model konseptual hybrid governance yang

lebih kontekstual dengan karakter birokrasi Indonesia, terutama dengan

58



mempertimbangkan dinamika politik lokal, budaya organisasi, kapasitas
kelembagaan daerah, serta tantangan desentralisasi. Pendekatan empiris berbasis
studi kasus pada pemerintah daerah tertentu juga penting dilakukan guna
menguji secara langsung bagaimana proses paradigm layering berlangsung
dalam praktik tata kelola sehari-hari. Selain itu, integrasi pendekatan kuantitatif
seperti pengukuran kinerja, indeks tata kelola, atau analisis kapasitas digital
dapat melengkapi temuan berbasis Systematic Literature Review (SLR),
sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Secara praktis, pemerintah perlu memperkuat integrasi antarparadigma
dalam kerangka whole-of-government approach, agar nilai legalitas dan
stabilitas dari paradigma klasik, penguatan kapasitas sumber daya manusia dari
paradigma neo-klasik, orientasi kinerja dari New Public Management (NPM),
serta kolaborasi dan inovasi digital dari paradigma post-NPM dapat berjalan
secara sinergis dan tidak parsial. Reformasi birokrasi tidak seharusnya berhenti
pada kepatuhan administratif dan pencapaian indikator kinerja formal,
melainkan harus diarahkan pada pembentukan budaya organisasi yang adaptif,
inovatif, dan kolaboratif sebagai prasyarat terwujudnya agile governance.
Dalam konteks digital governance, transformasi digital perlu disertai upaya
sistematis untuk mengurangi kesenjangan digital (digital divide), terutama di
daerah terpencil dan kelompok masyarakat rentan, melalui penguatan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan literasi
digital masyarakat dan aparatur.

Lebih lanjut, penguatan sistem merit dan profesionalisme aparatur sipil
negara harus terus menjadi prioritas guna meminimalkan praktik patronase dan
klientelisme yang masih menjadi hambatan struktural dalam reformasi birokrasi.
Kepemimpinan publik yang visioner dan kolaboratif juga menjadi faktor kunci
dalam mengintegrasikan kebijakan berbasis data, memperkuat koordinasi lintas
lembaga, serta membangun ekosistem tata kelola yang partisipatif. Di sisi lain,
perguruan tinggi, khususnya Program Studi Administrasi Publik, perlu
mendorong pengembangan kurikulum dan riset yang adaptif terhadap

perkembangan paradigma administrasi publik kontemporer, termasuk digital
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governance dan collaborative governance, serta memperkuat kolaborasi riset
terapan dengan pemerintah daerah melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-
based policy).

Dengan demikian, reformasi administrasi publik di Indonesia perlu
dipahami sebagai proses evolusi yang berkelanjutan dan kontekstual, bukan
sebagai perubahan yang bersifat linier dan sesaat. Keberhasilan transformasi tata
kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi dan struktur
organisasi, tetapi juga oleh transformasi budaya birokrasi, kualitas
kepemimpinan, serta kemampuan institusi publik dalam beradaptasi terhadap

dinamika sosial, politik, dan digital yang terus berkembang.
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